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ABSTRAK 

 
Nama : Astriani 
NIM : 16. 3. 07. 0035 
Fakultas : Syariah   
Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul skripsi          :  Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa       

Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty di Kecamatan 

Mori Utara Kabupaten Morowali Utara 
 

Skripsi ini membahas tentang “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori 

Utara Kabupaten Morowali Utara”. Penelitian berdasarkan dari rumusan masalah. 

Pertama, Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di 

Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Kedua, 

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanan praktik sewa-

menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, Kecamatan 

Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan cara mengamati langsung di Desa Lembontonara. Adapun 

teknik analisis datanya menggunakan teknik trianggulasi yaitu menggunakan 

informan sebagai alat uji keabsahan data yang diperoleh langsung dari narasumber.  

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Praktik sewa-menyewa peralatan 

pesta pada salon Sity-Tuty Desa Lembontonara dalam Prakteknya dilakukan dengan 

dasar kepercayaan, proses transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan pada 

perjanjian tertulis  yang dibuat oleh kedua belah pihak. Proses sewa-menyewa 

terjadi secara lisan. 2.Di tinjauan dari  hukum ekonomi syariah kerja sama sewa-

menyewa peralatan pesta seperti : dekor, kebaya, make up dan  jasa rias pengantin 

di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara ini 

berjalan dengan lancar, dalam transaksi pembayaran sering tidak berjalan dengan 

baik dan diawal terjadinya akad tidak ada kejelasan tentang siapa yang harus 

menanggung apabila ada kerugian tak terduga. Dengan demikian pelaksanaan akad 

ijarah dalam kerja sama sewa-menyewa di Desa Lembontonara belum sesuai 

dengan prinsip hukum ekonomi syariah. 

  Dari kesimpulan yang diperoleh diharapkan dengan skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi pemikiran kepada pemilik usaha salon dan para customer 

serta masyarakat Desa Lembontonara ini agar bisa merubah sebagian peraturan 

terhadap akad ijarah dalam sewa-menyewa peralatan pesta, untuk mewujudkan 

kerja sama yang lebih baik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur seluruh kehidupan 

manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Salah satu bidang yang 

di atur adalah hukum. Hukum Islam memiliki karakteristik yang unik, berbeda 

dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.1  

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan 

sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk 

mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan 

baik sesuai ajaran Islam.  

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan 

satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam 

segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan sewa-menyewa, 

jual beli, bercocok tanam dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri 

maupun untuk kemashalatan umum. Dengan cara demikian masyarakat menjadi 

teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan 

tetapi sifat tamak kadang masih ada dalam manusia, suka mementingkan diri sendiri 

supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslatan 

umum agar pertukaran dapat perjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, 

agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, 

maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga 

perbantahan dan demdam-mendendam tidak akan terjadi.2 

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki berbagai macam cara, di 

antaranya dengan cara sewa-menyewa (ijarah), dalam perekonomian bidang usaha 

                                                 
1 Germala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2005).h.25 
2 Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994).h.278 
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sekarang adalah dengan menggunakan sistem sewa-menyewa ini merupakan bagian 

dari bentuk usaha antara pihak penyedia barang/jasa  kepada penyewa barang. 

Sebagai penyedia jasa yang memiliki keahlian (skill) dan penyewa/pengguna jasa 

yang menyediakan upah/imbalan sehingga tercapai tujuan perekonomian. 

Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama secara benar 

tidak memberatkan salah satu pihak akan tetapi saling menguntungkan serta 

terhindar dari riba. kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan. 

Salah satu kerjasama yang diperbolehkan adalah ijarah. 

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui apa itu ijarah dari konsep  

Ijarah merupakan Dalam hal ini, sewa- menyewa harus sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan 

mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling 

menguntungkan. Prinsip dasar syariah seharusnya dapat menjadi jalan dalam 

bermuamalah, dengan demikian kegiatan muamalat dapat tercapai dengan baik. 

Dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pedoman bahwa 

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan 

pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.  

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat 

konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada 

saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang 

menyewakan (mu’ajjir) wajib menyerahkan barang (ma’jur) kepada penyewa 

(musta’jir). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib 

pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).3 Selain terkait manfaat, akad pada ijarah 

                                                 
3Musthafa Dib. Al Bugha. Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan 

Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam. (jakarta: Hikmah,2009).h.145 
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harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya terdapat 

rukun dan syarat-syarat yang harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad, 

syarat sahnya terkait aqid, objek yang disewakan, imbalan sewa, dan waktu 

pembayaran imbalan harus diketahui secara jelas, diperbolehkan agama dan di 

jalankan sesuai syariat Islam sehingga dalam pelaksanaanya tidak mengakibatkan 

kesalah pahaman, tidak mengakibatkan kerugian, disalah satu pihak dengan adanya 

paksaan dari pihak lain sehingga tidak menyebabkan perselisihan dikemudian hari.  

Nilai-Nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya 

hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Telah ditentukan oleh 

agama sesuai dengan firman kan Allah  swt dalam Q.S An-nisa (29): 4 

 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ  يَ ِ  ٱلَّذ َٰلَكُم بيَۡنَكُم ب مۡوَ

َ
ْ أ كُلوُآ

ۡ
ْ لََ تأَ ِنكُمۡۚۡ  ٱلۡبََٰطِلِ ءَامَنُوا ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََاضٖ م 

َ
ٓ أ إلَِذ

نفُسَكُمۡۚۡ إنِذ 
َ
َ وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ أ   ٢٩كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا  ٱللّذ

 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan     yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.4 

 

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah  senantiasa 

diperhatikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tidak merugikan salah satu 

pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. 

Salah satu usaha yang ada dalam masyarakat adalah sewa-menyewa 

perlengkapan resepsi pernikahan. Dimana barang-barang tersebut tidak terpakai 

setiap hari bagi kebutuhan mereka, maka dari itu mereka lebih memilih untuk 

menyewa. Dengan menyewa mereka tidak perlu membeli barang yang mereka 

perlukan yang hanya digunakan sekali dalam acara. 

                                                 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung:  Syamil, 2005), h. 543. 
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Dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di salon Sity 

tuty kecamatan Mori Utara. Penyewa bisa menyewa langsung barang yang akan 

disewa maupun memesan barang terlebih dahulu. Seperti sewa-menyewa kebaya, 

dekorasi, dan lain-lain. Bagi penyewa yang langsung menyewa barang sewaan, 

penyewa bisa memilih barang yang akan disewanya secara langsung yang ada 

ditempat persewaan tersebut, sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan baik 

itu dari segi ukuran maupun kualitas. Apabila menyewa barang melalui pemesanan 

terlebih dahulu, penyewa bisa memilih barang terlebih dahulu baik itu melihat 

barangnya langsung, melalui foto ataupun hanya menyebutkan ciri-ciri barang yang 

akan dipesan. Barang yang akan disewa akan diserahkan ketika waktu yang telah 

disepakati. 

Apabila barang tersebut tidak sesuai keinginan penyewa atau barang sudah 

terlanjur disewa oleh penyewa lainnya maka persewaan Sity Tuty memberikan 

tawaran untuk memilih melalui foto. Dalam usaha ini Sity Tuty menerapkan paket 

satu,dua,tiga atau paket lengkap yang mana paket satu adalah paket menimal, paket 

dua paket sedang, paket tiga yaitu paket maksimal atau lengkap. Paket minimal dari 

dekor panggung tersebut sebesar lima juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan paket 

dua sebesar tujuh juta rupiah, serta paket maksimal atau lengkap sebesar sepuluh 

juta rupiah sampai lima belas juta rupiah khusus untuk paket lengkap meliputi 

dekorasi panggung, dekorasi ruang akad, kamar pengantin, kebaya, dan rias 

pengantin disini hanya tambahan saja atau boleh mengambil jasa rias dari orang 

lain. Akan tetapi ada keterbatasan dari penyewa karena barang  pada saat perjanjian 

akad hanya dapat dicontohkan/disaksikan melalui foto dan  tidak dapat 

mengidentifikasi barang secara jelas, apakah barang tersebut masih bagus 

kualitasnya, ada cacat atau tidaknya yang tidak diharapkan oleh penyewa.  

Barang hanya dapat dicoba atau diserahkan kepada penyewa satu hari 

sebelum barang digunakan kepada penyewa, sesuai waktu yang telah disepakati. 
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Selain memiliki keterbatasan kriteria barang persewaan Sity Tuty juga memiliki 

keterbatasan dalam memelihara barangnya sebelum barang tersebut diserahkan 

kepada penyewa. Sedangkan ada penyewa yang memesan barang yang telah 

disepakatinya masih lama akan tetapi sudah memesan. 

Dalam pembayaran harga sewa adakalanya penyewa mengetahui harga sewa 

diawal perjanjian namun ada pula yang pembayaran harga barang sewaan yang 

tidak diketahui diawal. Dikarenakan penyewa tidak menanyakan harga barang 

sewaan dan pihak yang menyewakan tidak menentukan harganya. Selain itu, ujrah 

pun bisa berubah menjadi naik dan turun jika lokasi custumer jauh dari lokasi Sity 

tuty wedding, ujrah tersebut mengalami kenaikan harga sewa yang mana kenaikan  

harga sewa tersebut diluar ketetapan paket dan pihak Sity Tuty menganggap sebagai 

ganti transportasi. Selain mengalami kenaikan harga sewa mengalami penurunan 

yang mana terjadi jika yang menyewa adalah kerabat, saudara ataupun tetangganya. 

Kenaikan dan penurunan harga pada sewa dekor panggung pernikahan di Sity Tuty 

wedding tersebut tampa penjelasan di akad awal dari pihak Sity Tuty wedding 

sehingga para custumer tidak mengetahui alasan kenaikan atau penurunan harga 

sewa tersebut. Penyewapun tidak mengetahui apakah nantinya barang akan sama 

persis seperti yang dicontohkan difoto maupun dari penyebutan ciri-ciri barang, 

karena yang penyewa ketahui barang pasti akan sama seperti dicontohkan. Bisa saja 

dengan waktu pemesanan yang masih lama kondisi barang yang dijanjikan diawal 

mengalami cacat. 

Selain terkait paket dekor panggung terdapat pula masalah mengenai ketidak 

jelasan pada waktu pelunasan dan pembayaran ujrah sewa dekor panggung tersebut 

oleh custumer. Banyak custumer yang sering kali membayar ujrah sewa di awal 

ataupun di akhir waktu sewa bahkan ada yang melunasinya secara menyicil dan 

menunda-nunda waktu pembayaran hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal 
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tersebut disebabkan karena pada akad awal tidak di jelaskan dan di tetapkan waktu 

pembayaran secara jelas dan tegas. 

Penulis mengamati adanya ketidak adilan dan ketidak seimbangan antara 

pemilik usaha dan custumer. Penelitian ini diharapkan agar dalam sewa dekor 

panggung tersebut tidak bertantangan dengan syariat Islam terkait rukun dan syarat-

syarat yang ditetapkan sehingga tidak menimbulkan ketidak adilan oleh kedua belah 

pihak dan agar tidak terjadi kesenjangan atara praktik dan teori yang diatur sesuai 

dengan syariat Islam. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul ‘’Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di 

Kecamatan Mori Utara’’. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memberikan 

kontribusi bagi siapa saja pembaca yang ingin mempelajari hal- hal yang berkaitan 

dengan sewa-menyewa dekor panggung pernikahan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, maka Rumusan Masalah pada 

penelitian ini yakni ;  

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di 

Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanan praktik 

sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, 

Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  praktik dalam sewa-menyewa peralatan pesta 

pada salon sity di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten 

Morowali Utara. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon sity di Desa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran 

Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Khususnya. Dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan 

salah satu studi banding pada Peneliti selanjutnya. 

b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan jadi pertimbangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang tertarik dalam 

menjalankan usaha bisnis salon/wedding orgnizer sesuai syariat Islam. 

D.  Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan 

Pesta Pada Salon Sity-Tuty di Kecamatan Mori Utara, maka penulis memberikan 

penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata 

tinjau adalah mempelajari dengan cermat. Tinjauan berarti hasil meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).5 

Maka tinjauan dapat diartikan pula sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa serta penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu penelitian dalam 

memecahkan suatu persoalan. 

 

                                                 
5Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005). h.1996 
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2. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariah adalah semua norma yang mengatur kehidupan 

individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau 

penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan 

ekonomi.6 Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau 

tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial 

menurut prinsip syariah.7 Jadi Hukum ekonomi syariah adalah norma yang dibuat 

oleh pemerintah atau penguasa berlaku dimasyarakat ketika melakukan usaha atau 

keinginan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang 

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan 

yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.  

3. Praktik  

 Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, 

teorinya mudah tetapi prakteknya sukar.8 

4. Persewaan  

Persewaan adalah tempat penyediaan barang-barang yang disewakan kepada 

penyewa dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan 

‘’pembayaran suatu haraga yang disanggupi. Definisi lainya menyebutkan bahwa 

                                                 
6 Rachmat Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspeksi Kewenangan Peradilan 

Agama, (Jakarta: Kencana, 2012).h.5. 

7 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ba;ai 

Pustaka,2005). 

8 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Ed. 4.(Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008).h.1098 
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perjanjian sewa-menyewa persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. 9 

5. Peralatan pesta  

Peralatan merupakan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan suatu 

pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan di dalam pernikahan. 

6. Salon  

Salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, 

wajah dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. 

7. Kecamatan Mori Utara 

Kecamatan Mori Utara adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kab. 

Morowali Utara yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah. Kec. Mori Utara ini 

sebagian penduduknya rata-rata buruh, pedangang, dan petani.  

E. Garis-Garis Besar Isi   

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan dalam 

skripsi ini, maka penulis menganalisa garis-garis besar menurut ketentunan yang 

ada dalam komposisi skripsi ini. Skripsi ini secara keseluruhan terdapat lima bab 

yang didalam masing-masing bab terdiri dari beberapa pembahasan, yang disusun 

secara sistematis. Adapun garis-garis besar dalam bab yaitu sebagai berikut:  

Bab I adalah  Penduhuluan. Meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, 

dan garis-garis besar isi. 

Bab II adalah Kajian pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan  pustaka  

atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari peneliti 

terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari 

pustaka atau penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan 

                                                 
9Richard Eddy, Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi, Cet.1 (Yogyakarta: C.V 

ANDI OFFSET,20100).h.65 
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pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari 

data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada 

konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisi dan 

menyimpulkan hasil penelitian.  

Bab III adalah Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. 

Bab IV adalah Menguraikan tentang gambaran umum Salon Sity Tuty  

seperti sejarah usaha, serta jawaban dari rumusan masalah, yaitu pelaksanan praktik 

sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara, 

Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara dan tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap pelaksanan praktik sewa-menyewa peralatan pesta pada salon Sity 

Tuty, jawaban yang ditemukan melalui pengamatan (apa yang terjadi dilapangan), 

dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi 

informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan 

data. 

Bab V adalah Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk 

disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Banyak penulis dapatkan menyenai praktik sewa-menyewa dalam hukum 

Islam, yang mengkaji tentang sewa-menyewa itu sendiri baik yang melalui buku, 

artikel, jurnal, internet dan lain-lain. Karena sewa-menyewa itu disebut dengan 

ijarah dalam Islam merupakan salah satu bab dalam bermuamalah. Dan beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah mengkaji antara 

lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Luqia Salsabilah, (Fakultas Syariah dan Hukum  

Universitas Islam Negeri Ar-Raini Darussalam-Banda Aceh 2016). Penulis 

yang mengangkat judul penelitian tentang ‘’Pembatalan Order dan 

Konsekuensi Terhadap Panjar pada Wedding Organizer dalam Perspektif 

Ba’i-Urbun’’. Adapun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian 

dari Luqia Salsabilah adalah terletak pada penelitian menggunakan  metode 

penelitian deskriftif analisis dan penelitian lapangan. Persamaan dengan 

penulis terletak pada sasaran penelitian  dan penelitian lapangan.10 

2. Skripsi yang di tulis oleh Hana Yuliana dari Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN 

Purwokerto. Penulis yang mengangkat judul penelitian tentang ‘’Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Sofware Bajakan’’. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad ini kedua belah pihak 

telah menyepakati persyaratan yang berhubungan dengan perjanjian pada 

awal melakukan transaksi, praktik ijarah install software ini merupakan 

                                                 
10Luqia Salsabilah, Pembatalan Orderan dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding 

Organizer dalam Perspektif Ba’i Al-Urbun,”skripsi tidak diterbitkan”(Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018),h,1, https://scholar.google.co.id/ 

diakses (16 September 2020) 

https://scholar.google.co.id/
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jenis ijarah amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan 

membayar upah atas jasa yang diperoleh. Yang menjadikan perbedaan dari 

salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

terletak pada permasalahan dan penggunaan dari jenis penelitiannya. 

Penelitian Hana Yuliana menggunakan jenis penelitian library research 

(penelitian pustaka), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan 

jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Walaupun, nanti dari 

kedua penelitian ini menggunakan objek berbeda dan memilih penelitian.11  

3. Skripsi ini ditulis oleh Nureska Meytyas Windaryati Jurusan Ekonomi 

Islam,Universitas Muhamadiyah Surakarta. Penulis yang mengangkat judul 

penelitian tentang ‘’Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-

Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sond Sistem Kecamatan 

Donorojo Pacitan’’. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa 

temuan diantaranya adalah mengetahui bahwa dalam bertransaksi dilakukan 

dengan dasar kepercayaan, dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang di 

buat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

persamaan dengan penulis membahas tentang Akad Ijarah atau sewa-

menyewa yang ditinjau dari hukum Islam, di dalamnya terdapat pembahasan 

tinjauan akad yang digunakan dalam sewa-menyewa. Sedangkan 

perbedaanya adalah bahwa penelitian Nureska Meytyas Windaryati lebih 

fokus kepada akad dan syarat. Sedangakan peneliti membahas tentang 

perjanjian dan praktik sewa-menyewa.12 

B. Tinjauan Umum terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) 

                                                 
11Hana Yuliana,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Sofware Bajakan, 

Skripsi yang tidak diterbitkan,(Purwokerto,2017).https://www.google.com/search.safe. Diakses (16 

April 2019). 

12Nureska Meytyas Windaryati,Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Sewa-

Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sond Sistem Kecamatan Donorojo Pacitan, Skripsi 

yang tidak diterbitkan,(Surakarta,2014),https://scholar. Google.co.id/scholar. Diakses (16 April 

2019). 
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1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata ‘’al-ajru’’ yang berarti ‘’al-

iwadu’’(penggantian). Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah akad untuk 

membolehkan atas suatu manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 

disewakan dengan imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum 

yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan upah 

karena melakukan aktivitas.13 Ijarah di artikan juga transaksi sewa-menyewa atas 

suatu barang dan/upah-menyupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa dan imbalan jasa. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu; al-

ijarah (rent,rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa 

dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward,fair 

woge) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas 

jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban dan lain-lain. Menurut Dr. 

Muhammad Syafi’I Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 

dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tampa di ikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atau barang itu sendiri.14 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan upah 

sebagai pembayaranya. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (ujroh), tampa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

 Secara terminologi sewa-menyewa adalah bentuk perjanjian yang bersifat 

konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada 

                                                 
13Mahmudatus Sa’diyah, Fiqih Muamalah Teori dan Praktek, cet.1 (Jepara: Unismu 

Press,2019).h.71 

14 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan,(Jakarta: Tazkiyah 

Institut,1999),h.155. 
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saat sewa-menyewa berlangsung. Pemilik barang yang yang dapat upah atas 

barangnya disebut dengan mu’jir (pihak yang memberi ijarah) dan nilai yang 

dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-manfaat yang di perbolehkan disebut 

dengan ujrah, sewa yang mengandung arti upah. Maka apabila akad sewa-menyewa 

itu telah dipandang sah penyewa berhak memiliki manfaat.15  

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh 

syara’, kecuali beberapa ulama, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail bin’ Aliyah, 

Hasan Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan 

ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat 

dilakukan akad, tidak bisa diserah terimakan. Setelah beberapa waktu barulah 

manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada 

pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Tetapi menurut Ibnu Rusyd, bahwa 

manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada ghalibnya ia 

(manfaat)akan berwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan 

syara’. Sedangkan pengertian ijarah secara terminology, menurut pendapat 

beberapa ulama fiqih sebagai mana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah:  

1) Ulama Hanafiyah: 

 

ًًالله ءَقْد ً ًالْمَنَاًفِعًِبعَِوْض 
 

‘’Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti’’ 

 

2) Ulama Asy-Syafi’iyah: 

 

ًمَعْلوًُْ ًبعِِوًَض  ًلِلْبدًَْلًِوَالًْْبَاًحَة  قَاًبلَِة  ًمَقْصُوْدةًَ  ءَلًَمَنْفعََة  ءَقْدًِالْلًجَاًرًَةًِ:ًءَقْدً  ًمً وَحَدًُّ
 

‘’ Definisi akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang di maksud dan 

tertentu yang bisa di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu’’. 

 

 

                                                 
` 15 Sayyid, Sabiq, fikih Sunnah Jilid 13.cet.2.(Jakarta: Kalam Mulia 1991) 
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3) Ulama Malikiyah: 

 

ًً ًبعِِوًض  ًمَه  ًمَعْلوُْ ًة  ًمُدَّ ًح  ًمُباَ ًشَيْء  ًافِعِ ًالْمَنَ ًتمَْلِكَ ًيفُِيْدُ ًةُ....عَقْدٌ ًرَ جَا ًعَنًِالَِِْ ًشِيًء  ًنَا غَيْر 

ًالْمَنْفعَةًَِ
 

‘’ Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu 

barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal 

dari manfaat’’.16 

4) Ulama Hanabilah: 

 

 عقَِدًُبلَِفْظًِالْلئًجَرًَةًِوَالْكَرَاًءًِوَمَاًفِيًْمَعْنَاًهُمًَوًَهِيًَعَقْدًٌعَلًَالْمَنَاًفِعًِتنًًَْ

 
‘’ Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah 

dan kara dan semacamnya’’.17 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti sewa-menyewa 

adalah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari 

barang/jasa yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pehak, 

yang satu menerima dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah di benarkan syara’ dan disepakati. 

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum 

asalnya adalah boleha atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan Islam.18 Tujuan disyariatkanya ijarah itu adalah untuk memberikan 

keringan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi 

tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. 

Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan ijarah 

kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.  

                                                 
          16Ali Fikri. Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-

Habby.cet.1,(Mesir:1358H),h.85. 

         17 Ibid, 85 

 18 Amir Syarifudin,Garis-Garis Besar Ushul Fiqih, cet.2(Jakarta: Kencana (KDT) 

,2003).h.216 
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Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa sewa-menyewa (ijarah) ialah suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang 

sudah disepakati. Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa-menyewa peralatan dekor 

panggung pernikahan ialah suatu akad antarapemilik dengan penyewa yang 

mengandung tentang pemakaian peralatan dekor panggung pernikahan dengan jalan 

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. 

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa sewa-menyewa (ijarah) 

disyari’atkan dalam Islam. Namun ada sebagian yang tidak meyepakati dengan 

alasan bahwa ijarah adalah jual beli barang yang tidak dapat dipegang (tidak sah). 

Tidak sah sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli. 

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, 

Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak terbentuk, dapat 

dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dan mengenai hal ini dapat 

dikatakan bahwa meskipun tidak terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi 

pada dasarnya akan dapat di penuhi akan dapat dipenuhi. Sedang dari manfaat-

manfaat tersebut, hukum syara’ hanya memperhatikan apa yang ada pada dasarnya 

yang akan dapat di penuhi atau adanya keseimbangan antara dapat dipenuhi dan 

tidak dapat dipenuhi.19 

Landasan ijarah menurut Jumhur ulama adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

1) Surah al-Qashash ayat (28): 26 

 

                                                 
19 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensido, 

1994).h.304 
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َٰٓأبََتًِٱسۡتًَ ًخَيۡرًَمَنًِٱسۡتًًَ ًۡقَالَتًۡإحِۡدىَٰهُمَاًيَٰ ًإِنَّ ًٱلۡۡمَِينًًُ ًۡجِرۡهُُۖ ٢٦ًًجَرۡتًَٱلۡقوَِيُّ

 

Terjemahnya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya" 

 

2) Surah al-Qashas ayat (28); 27 

 

ًفَإنًِۡأتَۡمًَ نيًَِحِجَج ُۖ ًأنًَتأَۡجُرَنيًِثمََٰ تيَۡنًِعَلىََٰٰٓ
ًهَٰ ًأرُِيدًُأنًَۡأنُكِحَكًَإحِۡدىًَٱبۡنَتيََّ مۡتًَقَالًَإنِ يَِٰٓ

لِحِينًَ ًُمِنًَٱلصَّٰ ًإِنًشَآَٰءًَٱللََّّ ًسَتجَِدنُِيَٰٓ
ًعَليَۡكََۚ أرُِيدًُأنًَۡأشَُقَّ ًوَمَآًَٰ ٢٧ًًعَشۡرٗاًفمَِنًۡعِندِكَُۖ

 
Terjemahnya: 

Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu 

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. 

Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". 

 

3) Surah al- Kahfi ayat (18): 77 

 

أهَۡلهََاًفَأبََوۡاًْأنًَيضَُي ِفوُهُمَاًفَوَجَداًَفِيهَاً ًٱسۡتطَۡعَمَآًَٰ أهَۡلًَقرَۡيَة  ًإِذآًََٰأتَيََآًَٰ جِداَرٗاًفَٱنطَلَقَاًحَتَّىَٰٰٓ

َّخَذۡتًَعَليَۡهًِأجَۡرٗاً ًقَالًَلوًَۡشِئۡتًَلتَ ًفَأقََامَهُُۥۖ  ٧٧ًيرُِيدًُأنًَيَنقَضَّ

ً
Terjemahnya; 

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 

suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi 

penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr 

menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu 

mengambil upah untuk itu". 

 

4) Surah At-Thalaq ayat (65): 6 

 

تًِ ًأوُْلَٰ ًوَإِنًكُنَّ
ًلِتضَُي ِقوُاًْعَليَۡهِنََّۚ وهُنَّ نًوُجۡدِكُمًۡوَلًَْتضَُآَٰرُّ ًمِنًۡحَيۡثًُسَكَنتمًُم ِ أسَۡكِنوُهُنَّ

ًفَإنًِۡأرَۡضَعۡنًَلكَُمًۡفًَ ًحَتَّىًٰيَضَعۡنًَحَمۡلهَُنََّۚ ًفَأنَفِقوُاًْعَلَيۡهِنَّ ًوَأۡتمَِرُواًًْ حَمۡل  ًأجُُورَهُنَّ اتوُهُنَّ

ًوَإِنًتعََاسَرۡتمًُۡفَسَترُۡضِعًُلَهَُۥًٰٓأخُۡرَىًٰبَيًۡ ٦ًًنكَُمًبِمَعۡرُوف ُۖ
 
Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
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menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

b. Hadist  

Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. 

Aturan mengenai akad juga diatur dalam hadist. Akad memiliki satu tempat yang 

khusus dalam melengkapi suatu hubungan kerjasama ataupun kegiatan lainnya 

antara para pihak. Hadist-hadist yang mengatur antara tentang akad antara lain, 

Hadist Riwayat Imam Bukhari yang menyatakan ‘’ segala bentukpersyaratan yang 

tidak ada dalam Kitab Allah  (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.’’ 

Hadist ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam 

akad yang diadakan oleh para pihak , apabila dalam syarat-syarat tersebut 

bertentangan dengan Hukum Islam dan aturan-aturan dalam prinsip-prinsip syariah 

maka syarat tersebut batal. Perjanjian harus dibuat berdasarkan ketentuan syariat.20 

Hadist tersebut menyatakan bahwa perjanjian didasarkan kepada 

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau (rela), 

kehendak bebas masing-masing pihak pada isi akad tersebut. Akan tetapi dalam 

akad tersebut tidak dibenarkan terdapat suatu kesepakatan apabila bertentangan 

dengan syariat.21 

c. Ijtihad  

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah Ijtihad, yaitu akad pikiran manusia 

yang memenuhi syarat syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh 

kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat 

dalam Al-Quran, hadist dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat 

diterapkan pada suatu kasus tertentu.22 

                                                 
20 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam.h.3 
21 Ibid. h.4 
22 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, cet,18 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012).h.175 
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Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul 

yang dibenarkan oleh syara (Hukum Islam) yang menimbulkan akibat hukum 

terhadap objeknya. 

Pengertian akad juga diatur dalam KHES pasal 20 yang menyebutkan akad 

adalah ‘’kesepakatan dalam suatu perjajian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

3. Rukun Sewa-Menyewa  

Menurut ulama Hanafiah, rukun sewa-menyewa itu hanya satu, yaitu ijab  

(ungkapan penyewaan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa), antara 

lain dengan menggunakan kalimat:al-ijarah, al-isti’jar, al-ikhtira dan al-ikra. 

Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat yaitu:  

1. ‘Aqid  (orang yang berakad)  

2. Shighat akad 

3. Ujrah (upah) 

4. Manfaat23 

a. Manfaat yang berharga 

b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewaakan. 

c. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu 

bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan pekerjaan, seperti 

menyewa mobil atau barang. 

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, 

dan manfaat, termasuk syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya.24 

4. Syarat-Syarat Sewa-Menyewa 

 Dalam kegiatan mu’amalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Islam, 

tentunya mempunyai syarat- syarat guna mengetahui eksitensi kebenaran yang 

                                                 
23 Ibid..h.304 

 
24 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).h.231 
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sesungguhnya, syarat- syarat sah ijarah berhubungan dengan rukun- rukun ijarah 

itu sendiri. Syarat terjadinya akad ijarah berkaitan dengan aqid, akad ijarah dan 

objek ijarah. Syarat – syarat yang berkaitan dengan aqid disyaratkan tekah baliqh 

dan berakal. Dalam KHES aqid harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hukum.sah ijarah adalah sebagai berikut : 

a) Syarat-syarat ijarah yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pihak-pihak 

yang berakad: 

1) Pernyataan ijab dan kabul  

2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (pemilik 

aset), dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset). 

3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. 

4) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus 

di jamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan 

bukan aset itu sendiri. 

5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara ferbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, 

dengan cara penawaran dari pemilik aset dan  penerimaan yang dinyatakan 

oleh penyewa (nasabah). 

b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ketentuan objek ijarah yaitu: 

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa. 

2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat di bolehkan. 

4) Kesanggupan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 
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6) Spesifikasi adalah sebuah rincian dan bandingan suatu jenis/ hal yang selalu 

dikaitkan dengan kemampuan khusus / kepemilikan khusus. 

7) Sewa-menyewa adalah perjanjian dengan mana pihak satu 

mengikatkandirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran 

suatu harga.  

5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (Ijarah) 

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat ijarah apakah mengikat 

kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah itu 

mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu 

pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, Jumhur 

Ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau 

barang itu tidak boleh di manfaatkan.25 

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang 

meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. 

Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena 

termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad 

tidak membatalkan akad ijarah. 

6. Macam-Macam Sewa-Menyewa 

Sewa-menyewa dilihat dari segi objeknya yaitu:26 

a. Ijarah,, ala  al-manafi 

Yang dimaksud dengan transaksi Ijarah,, ala  al-manafi yaitu ijarah yang 

bersifat manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa hukumnya diperbolehkan 

atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. 

                                                 
25 Rachamat Syafe’I, fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2004).h.130 
26Drs, Harun, Fiqi Muamalah, cet.1 (Surakarta: Muhamadiyah University Press,2017).h.124 
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Apabila manfaat apabila manfat yang diperbolehkan oleh sya’ra itu dipergunakan, 

maka para ulama fiqih sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 

b. Ijarah,ala al-amaal ijarah 

Sedangkan Ijarah,ala al-amaal yaitu ijarah yang bersifat (upah mengupah), 

dengan objek akad yaitu pekerjaan ini bersifat mempekerjakan seseorang. Al- ijarah 

seperti ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan jelas. 

Terkait hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang 

berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta, merek dagang, logo, dan 

sebagainya.  

7. Berakhirnya Sewa-Menyewa 

Pada dasarnya ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak 

membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan 

akad pertukaran, kecuali bila ada hal-hal yang menyebabkan batal. Adapun hal-hal 

yang menyebabkan berakhirnya ijarah sebagai berikut: 

a. Salah satu dari al-muta’aqidain meninggal dunia. 

b. Kedua belah pihak membatalkan akad dengan kesepakatan. 

c. Barang yang disewakan hancur atau rusak. 

d. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. 

e. Masa berlakunya akad telah selesai. 

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa-Menyewa 

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi ijarah adalah 

sewa barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran, akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tampa diikuti oleh pemindahan 

kepemilikan, atas barang itu sendiri. Selain ijarah murni yang tidak dapat berpindah 

kepemilikan, terdapat transaksi ijarah yang dikombinasikan dengan transaksi jual 

beli, yaitu al-ijarah al-muntaha al-biltamlik. Transaksi ini adalah sejenis perpaduan 
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antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat  pemindahan kepemilikan itulah yang 

membedakannya dengan ijarah biasa.27 

Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

 Adapun rukun ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah 

sebagai berikut:28 

1) Pasal 295 

b. Musta’jir/pihak yang menyewa. 

b. Mua’jir/pihak yang menyewakan. 

2) Ma’jur/benda yang di ijarahkan dan  

3) Akad. 

2) pasal 296 

a. sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. 

b. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan,dan/ isyarat.  

3) Pasal 297 

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan 

kesepakatan. 

1) Pasal 298 

a. Akad ijarah di berlakukan untuk waktu yang akan datang. 

b. Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh mebatalkannya hanya 

karena akad itu belu berlaku. 

2) Pasal 299 

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada 

penawaranyang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

3) Pasal 300 

                                                 
27 Prof. Dr.H.M.Hatta Ali,Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah 

Hukum, cet.1, (Jakarta: Katolog Dalam Terbitan (KDT)2018), h.15 

28 M.Fauzan.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.(Jakarta:Kencana,2009).h.86-87 
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a. Apabila musta’jir menjadi pemilik dari ma’jur maka akad ijarah berakhir 

dengan sendirinya. 

b. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah 

jama’i/kolektif. 

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal.29 

1) Pasal 301 

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan 

akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

2) Pasal 302 

Akad ijarah dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh. 

3) Pasal 303 

Mu’ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengapunya. 

4) Pasal 304 

a. Penggunaan ma’jur harus di cantumkan dalam akad ijarah. 

b. Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti. 

5) Pasal 305 

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah ada, maka akad itu batal. 

6) Pasal 306 

a. Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarah itu batal. 

b. Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang 

ditentukan oleh ahli yang berpengalaan dan jujur. 

 Uang ijarah yang pembayarannya di atur dalam pasal.30 

7) Pasal 307 

a. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan/benda lain berdasarkan 

kesepakatan. 

                                                 
29 Ibid.h.88 

30 Ibid.h.89 
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b. Jasa ijarah dapat dibayar atau tampa uang muka, pembayaran 

didahulukan, pebambayaran setelah ma’jur selesai dignakan, atau diutang 

berdasarkan kesepakatan. 

8) Pasal 308 

a. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali 

ketentuan lain dalam akad. 

b. Uang muka ijarah harus dikebalikan oleh mu’ajir apabila pembatalan 

ijarah dilakukan olehnya. 

c. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan mu’ajir apabila pembatalan 

ijarah dilakukan oleh mus’tajir. 

 Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah penggunaan ma’jur di atur 

dalam;31 

9) Pasal 309 

a. Musta’jir dapat menggunakan ma’jur secara bebas apabila akad ijarah 

dilakukan secara mutlak. 

b. Musta’jir hanya dapat menggunakan ma’jur secara tertentu apabila akad 

ijarah dilakukan secara terbatas. 

10) Pasal 310 

Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain 

kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. 

11) Pasal 311 

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak Musta’jir meskipun ma’jur tidak 

digunakan. 

 Pemeliharaan ma’jur, tanggung jawab kerusakan diatur dalam pasal;32 

12) Pasal 312 

                                                 
31 Ibid.h.89 

32 Ibid.h.90-91 
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 Pemeliharan ma’jur adalah tanggung jawab Musta’jir kecuali ditentukan 

lain dalam akad. 

13) Pasal 313 

a. Kerusakan ma’jur karena kelalaian Musta’jir adalah tanggung jawabnya, 

kecuali ditentukan lain dala akad. 

b. Apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena 

kelalaian Musta’jir, maka mu’ajir wajib menggantinya. 

c. Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang 

bertanggung jawab atas kerusakan ma’jur, maka hukum kebiasaan yang 

berlaku di kalangan mereka yang dijadikan pedoman. 

14) Pasal 315 

a. Apabila terjadi kerusakan ma’jur sebelum jasa yang diperjanjikan 

diterima secara penuh oleh Musta’jir tetap wajib membayar upah ijarah 

kepada mu’ajir perdasarkan tanggung waktu dan jasa yang diperoleh. 

b. Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di 

lakukan melalui musyawarah. 

Harga dan jangka waktu ijarah di atur dalam pasal;33 

1) Pasal 315 

a. Nilai atau harap ijarah ditentukan berdasarkan satuan waktu. 

b. Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, bulan, 

dan/ tahun. 

2) Pasal 316 

a. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. 

b. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 

3) Pasal 317 

                                                 
33 Ibid.h.91 
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Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta’jir harus dibayar 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

 Jenis ma’jur di atur dalam pasal;34 

4) Pasal 318 

a. Ma’jur harus benda yang halal dan mubah. 

b. Ma’jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

  

c. Hukum Perikatan atau Hukum Perjanjian 

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata menentukan bahwa pihak 

penyewa memilik kewajiban-kewajiban, yaitu: 

1) Memakai barang yang di sewa, sesuai dengan tujuan yang diberikan bahwa 

barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian 

mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubungan dengan 

keadaan. 

2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah di tentukan. 

3) Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali 

jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan 

karena kesalahan si penyewa. 

4) Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai isi 

perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat. 

Dalam hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau 

meniadakannya.35 Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

                                                 
34 Ibid.h.92 

35HA. Hafizh Dasuki,Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtar Baru Van Hoeve,( Jakarta, 

FIKIMA,1997)., h. 571. 
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bersifat komersial menurut prinsip syariah. Pendapat lain mengatakan bahwa 

ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. 

Ilmu Ekonomi Islam memandang bahwa permasalaan ekonomi dapat 

dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi ( science of economics) dan 

doktrin ilmu ekonomi(doctrine of  economics).36 

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan 

segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap 

unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable indenpenden 

(ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).37 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam 

merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di 

atur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid senagaimana 

dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Selain itu Hukum Ekonomi Syariah 

juga diartikan sebagai norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di 

masyarakat ketika melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 

perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan 

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip 

syariah.38 

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagaaman, perintah-perintah Allah 

swt yang mengatur perilaku kehidupan.39 Ekonomi Syariah juga disebut Muamalah. 

Menurut Muamalah istilah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian muamalah 

dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah semua 

                                                 
36Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Cet.6 (Jakarta;Rajawali Pers,2014).h.4 

37M.Fauzan.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2009).h.86-87 

38Mahkama Agung Repoblik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi 

(Jakarta : 2011) h. 1. 

39Dr. Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yokyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016).h.4 
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aturan- aturan yang diciptakan oleh Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lainnya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan 

muamalah dalam arti sempit adalah semua aturan- aturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan 

mengembangkan harta benda, yang ketentuan diciptakan oleh Allah swt, dan 

manusia wajib menaati-Nya.40 Istilah pendidikan sosial muamalah dengan cepat dan 

banyak digunakan dalam berbagai konteks karena  aktifitas sosial ekonomi saat ini. 

Begitu pula seperti pendidikan sosial pada umumnya, muamalah menekankan pada 

prinsip-prinsip yang amanatkan dalam ajaran agama: namun memiliki tujuan yang 

sama dengan pendidikan sosial: mencapaian kesejahtraan bersama.41 

D. Prinsip –Prinsip  Hukum Ekonomi Syariah 

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh jika 

banguan yang kokoh tersebut adalah Hukum Ekonomi Syariah, maka tiang 

penyangganya adalah prinsip- prinsip ekonomi syariah. Menurut Sjaichul Hadi 

Permono prinsip- prinsip ekonomi syariah yaitu:42 

a. Prinsip keadilan. 

Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip 

yang penting. Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai 

keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dapat 

dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak 

yang melakukan muamalah. Misalnya: keadilan dalam pembagian bagi hasil 

                                                 
40Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, (Depok: Raja Grafindo persada,2013)., h. 2-3 

41 Abidin Abidin, 2020, Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Educaton and its 

Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors, vol. 3, Jurnal of Social Studies 

Education Research, h.46 
42Abdul Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

cet.3.Ed Revisi 2012(Jakarta: Kencana,2017).h. 74-78. 



 

30 

 

 

 

(nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.43 Sebagaimana Allah swt., 

memerintahkan untuk berbuat adil dalam Al-Quran Surat An-Nahl (16) : 90 

 

َ ۞إنِذ  ِ  ٱللّذ مُرُ ب
ۡ
 ٱلمُۡنكَرِ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَيَنۡهَََٰ عَنِ  ٱلۡقُرۡبََٰ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ  ٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

ي وَ  رُونَ يعَِظُكُمۡ لعََلذكُم ٱلَۡۡغِۡ   ٩٠ۡۡ تذََكذ

 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.44 

 

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah ayat ini Allah 

swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama 

yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya 

Allah swt secara terus menerus memerintahkan  siapapun diantara hamba-

hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri 

sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan 

juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan 

tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, 

lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina 

dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan 

dengan adat istiadat yang sesuai denga nilai-nilai agama dan melarang juga 

penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan 

perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada 

kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan 

mengambil pelajaran yang berharga.45 

 

                                                 
43Dr.Mandani, Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, cet.5 (Jakarta: Kencana,2019).h.11 

44Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur’an), 
(Bandung,2012), h. 277. 

45 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). h. 323. 
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b. Prinsip al-iḥsan (berbuat kebaikan) 

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah.(2): 83 

 

خَذۡناَ مِيثََٰقَ بنَِِٓ إسََِٰۡٓءِيلَ لََ تَعۡبُدُونَ إلَِذ  وَإِذۡ 
َ
َ أ ِ  ٱللّذ ينِۡ وَب َٰلَِِ  ٱلۡۡتَََٰمََٰ وَ  ٱلۡقُرۡبََٰ ا وَذيِ إحِۡسَانٗ  ٱلۡوَ

ْ  ٱلمَۡسََٰكِيِ وَ  قيِمُوا
َ
ْ للِنذاسِ حُسۡنٗا وَأ ةَ وَقوُلوُا لوََٰ ْ  ٱلصذ ةَ وَءَاتوُا كَوَٰ ۡتُمۡ إِ  ٱلزذ نتُم  لَذ ثُمذ توََلۡذ

َ
نِكُمۡ وَأ قلَيِلٗٗ م 

عۡرضُِونَ    ٨٣مُّ

 

 

Terjemahnya :  

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 

janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada 

ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 

ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan 

tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 

sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. 

 

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah menafsirkan makna 

ihsan pada ayat diatas: mengemukakan  oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menurutnya 

kata ihsan digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, 

dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata ihsan lebih luas dari sekedar memberi 

nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil, 

karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada 

diri anda.46 

c. Prinsip al-mas’uliyah (pertanggung jawaban) 

Prinsip ini meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara 

individu dengan individu (mas’uliyah al-afrāḍ), pertanggung jawaban dalam 

masyarakat (mas’uliyah al-mujtamah), manusia dalam masyarakat diwajibkan 

melaksanakan kewajibanya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat 

                                                 
46Ibid. h.237 
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secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas’uliyah al-dāulah), 

tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.47 

d. Prinsip al-kifāyah (sufficiency) 

 Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi 

kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.48 

Allah berfirman dalam Q.S.Al- Hasyr (59): 7 

 

 ٓ ا فاَءَٓ  مذ
َ
ُ أ َٰ رسَُولِِ  ٱللّذ هۡلِ  ۦعََلَ

َ
 ٱبنِۡ وَ  ٱلمَۡسََٰكِيِ وَ  ٱلۡۡتَََٰمََٰ وَ  ٱلۡقُرۡبََٰ فلَلِذهِ وَللِرذسُولِ وَلَِِّي  ٱلۡقُرَىَٰ مِنۡ أ

بيِلِ  غۡنيَِاءِٓ كََۡ لََ يكَُونَ دُولةََۢ بيََۡ  ٱلسذ
َ
َٰكُمُ  ٱلۡۡ ٓ ءَاتىَ َٰكُمۡ عَنهُۡ  وَمَاخُذُوهُ فَ  ٱلرذسُولُ مِنكُمۡۚۡ وَمَا نَهَى

ْۚۡ فَ  ْ وَ  ٱنتَهُوا قُوا ه  ٱتذ َ َ إنِذ  ٱللّذ   ٧ ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ  ٱللّذ

 

Terjemahnya : 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 

keras hukumannya. .49 

 

e. Prinsip al- wāsaṭyah (keseimbangan) 

 Syariat Islam mengakui hak peribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat 

menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Isra’(29) : 17 

 

هۡلكَۡنَا مِ  وَكَمۡ 
َ
ِ  ٱلۡقُرُونِ نَ أ   ١٧خَبيَِاۢ بصَِيٗا  ۦمِنۢ بَعۡدِ نوُحٖٖۗ وَكَفَََٰ برَِب كَِ بذُِنوُبِ عِبَادِه

 

                                                 
47Nugraha Pradana,Heman Suparman, dan Anis Mashdurohatun, Resepsi dan Harmonisasi 

Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia, cet.1 (Yogyakarta: 

Cv Budi Utama,2020).h.76 

48Ibid., h. 49. 

49Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung, 

2012).,h. 546. 
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Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 

janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela 

dan menyesal.50 

 

 Menurut Muhammad Quraish Shibab makna dalam ayat ini Allah berfirman 

janganlah engkau enggan untuk mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan, 

seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu yang kuat terikat 

kelehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya dan janganlah engkau 

terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfaq karena itu 

menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, tercela oleh diri sendiri dan 

orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan 

karena kehabisan harta. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan 

hikmah yang sangat luhur, yaitu kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua 

ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut 

sedangkan kedermawan adalah pertengahan antra pemborosan dengan kekikiran.51 

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran 

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah, 

a) Prinsip transaksi yang diragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, 

dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang 

yang diakadkan itu. 

b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan 

diri sendiri, pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. 

c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan 

pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa 

menyebabkan kerugian individu. 

                                                 
50Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah h. 285. 

51M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan Kritik terhadap Karya Tafsir, cet.1 

(Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018). h. 100. 
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d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap 

objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. 

e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. 

f) Prinsip suka sama suka (saling rela). Prinsip ini berlandaskan firman Allah 

swt, dalam Q.S. An-Nisa’ (4) : 29 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ  يَ ِ  ٱلَّذ َٰلَكُم بيَۡنَكُم ب مۡوَ

َ
ْ أ كُلُوٓا

ۡ
ْ لََ تأَ ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن  ٱلۡبََٰطِلِ ءَامَنُوا

َ
ٓ أ إلَِذ

ِنكُمۡۚۡ  نفُسَكُمۡۚۡ إنِذ ترََاضٖ م 
َ
َ  وَلََ تَقۡتُلُوٓاْ أ   ٢٩كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا  ٱللّذ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.52 

 Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah ayat di atas 

adalah Allah swt berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, kalian diperbolehkan 

melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan 

diri kalian dengan melanggar perintah Tuhan, jangan pula kalian membunuh orang 

lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs.53 

g. Prinsip tiada pemaksaan 

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, 

tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang 

diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.54 

 

 

                                                 
52Ibid. h., 83 

53 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 

54 Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, cet.1 (Yogyakarta: CV Budi 

Utama,2019).h.23 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar 

fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan.  

Pendekatan kualitatif adalah  suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia.55 Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan (field 

research), yakni metode pengumpulan data kualitatif  yang tidak memerlukan 

pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai 

dengan cara kualifikasi atau statistik. 

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan 

sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan 

penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori.  Dalam menganalisis masalah 

ini, fokus peneliti  dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan kontekstual 

yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana ‘’Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuty Di 

Kecamatan Mori Utara’’ Sehingga lebih memudahkan untuk dideskripsikan dalam 

teks deskriptif dapat memudahkan peneliti  untuk memahami sehingga mampu 

memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu untuk 

mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif dapat 

menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan. 

 

                                                 
55uliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Cet.7 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 33. 



 

36 

 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di salon Sity Tuty di Desa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, 

salon Sity Tuty terkenal dan apabila masyarakat ingin menyewa dekor panggung 

pernikahan, rias pengantin dan dokumentasi pernikahan memilih menyewa di Sity 

Tuty dibandingkan dengan jasa sewa yang lainnya. Sehingga peneliti dapat 

mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha sewa dekor panggung 

pernikahan di salon Sity Tuty Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara 

Kabupaten Morowali Utara sehingga peneliti mendapat hasil data yang valid. 

C. Kehadiran Penelitian 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Desa 

Lembontonara juga diketahui/dengan seizin Kepala Desa, serta masyarakat yang 

ada di desa tersebut. 

Kehadiran peneliti di tempat penelitian membutuhkan waktu kurang lebih 

satu bulan untuk mencari informasi lisan maupun tulisan serta memperoleh data 

yang benar-benar sesuai dengan bahan yang ada. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa penelitian ini akan memerlukan waktu tambahan jika situasi 

dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya hanya dalam waktu yang 

ada. 

D. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi dalam 

dua jenis yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan di 

lapangan. Data diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil 

setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian, 

yang menjadi informan utama adalah pemilik usaha salon, Kepala Desa 

Lembontonara masyarakat serta semua elemen yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang telah ada. Seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan sumber-

sumber lain seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel-artikel dan diperoleh lewat 

kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik 

penelitian.56 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu: 

1. Observasi 

Menurut Khaelan bahwa agar penelitian berjalan dengan lancar, maka 

penelitian harus melakukan observasi awal serta orientasi keadaan lapangan 

sebelum memulai mengumpulkan data. Karena tujuan observasi keadaan lapangan 

adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan 

alam.57Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, 

                                                 
56 Sumandi Suryabrata,Metodologi Penelitian (Jakarta; Rajawali Pres,2012).h.39 

57Khaelan, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Interdipliner – Metode Penelitian 

Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain  (Cet. 1 ;Yogyakarta: Paradigma, 

2010), h.74. 
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untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan 

pengukuran tersebut.58 

Dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi atau pengamatan langsung 

terhadap praktik sewa dekor panggung pernikahan di salon Sity Tuty Desa 

Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara 

adalah metode utama atau metode kunci. Wawancara adalah  proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara.59 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, 

pemilik uasaha salon Sity Tuty dan para customernya. Serta orang-orang yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial.60Selain itu teknik pengumpulan data 

dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen menggunakan kamera keuntungan menggunakan dokumentasi adalah 

biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.61 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. 

 

 

                                                 
58Abdurrahman Fathoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Asdi Mahasatya,2006).h.105 

59 Ibid., h. 108.  

60ibid, h. 121.  

61Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar.Metodologi Penelitian Sosial, Cet. 2 (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 69. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi data 

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan, “Reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif, 

berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.62 Data yang 

disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkait dengan Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada 

Salon Sity Tuty Di Kecamatan Mori Utara  sehingga data yang diperoleh lebih 

akurat. 

3. Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

                                                 
62Ibid., h. 194-195. 
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kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesempulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kridibel.63 

Berdasarkan penyataan diatas verifikasi data yaitu pengecekan kembali data di 

lapangan, Apakah data tersebut benar atau tidak. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utamanya merupakan 

manusia. Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila kesimpulan tidak ada 

perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi.  Guna mendapatkan data penelitian yang kredibel peneliti menggunakan 

teknik keabsahan temuan sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan  digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus 

dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. 

Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data. 

2. Triagulasi 

Triagulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari 

triagulasi sumber, dan metode. 

a. Triagulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan  cara 

mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait. 

                                                 
63 Ibid 438 
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b. Triagulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara 

mengecek pada sumber  yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, 

yakni data hasil wawancara. 

3. Analisi data kasus negatif 

Analisi data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang 

bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi 

yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya. 

4. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada 

sumber datanya. Tujuan dilakukan proses member check adalah untuk mengetahui 

kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila 

data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan 

tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.64 

 

                                                 
64Ibid., h. 216-219. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Salon Sity Tuty  

Salon  Sity Tuty berdiri sejak tahun 2015. Persewaan ini tepatnya berada di Desa 

Lembontonara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Pemilik persewaan ini 

adalah ibu Siti Astuti. 

Pada awal mulanya Ibu Siti Astuti selaku pemilik salon Sity Tuty merupakan 

seorang karyawan di persewaan dekor panggung pernikahan milik orang lain. Ketika 

bekerja Ibu Siti Astuti sekalian belajar merias dan mendekorasi panggung pernikahan 

sehingga seiring berjalannya waktu mengetahui teknik mendekorasi panggung pernikahan 

agar nampak indah dipandang, dapat mengetahui jenis alat-alat make up sekaligus 

mengetahui teknik merias yang benar. Setiap ada kesempatan untuk belajar, Ibu Siti Astuti 

selalu mempergunakan waktu tersebut dan mengembangkan keahliannya tersebut dengan 

baik sehingga menghasilkan sebuah keahlian dan karya yang terbaik. 

Mengingat kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat pada akhirnya Ibu Siti 

Astuti berinisiatif untuk mendirikan persewaan sendiri agar keahliannya tersebut dapat 

berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Setelah memiliki kemampuan yang cukup 

dan lokasi yang strategis untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, akhirnya 

Ibu Siti Astuti sebagai pemilik salon tersebut memberanikan diri membuka salon dan 

persewaan peralatan dekor panggung pernikahan dan kebaya dengan modal awal sebesar 

Rp. 28.500.000 dari menyewa ruko hingga membeli peralatan kebutuhan usaha tersebut. 

Selain itu dengan mendirikan persewaan sendiri maka salon Sity Tuty belajar mandiri dan 

belajar memanagement usahanya sehingga perekonomianya pun dapat bertambah pula. 

Pada awal tahun 2015 salon Sity Tuty sewa dekor pernikahan panggung berdiri 

dengan nama Abasity Salon. Namun seiring berjalannya waktu banyak dari customer yang 

memberi masukan agar nama persewaan dekor panggung pernikahan ini diberi nama Sity 
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Tuty, sehingga lebih dikenal banyak orang. Akhirnya setelah dipertimbangkan Ibu Siti 

Astuti memberi nama persewaan dekor panggung tersebut dengan nama Sity Tuty yang 

mana nama Siti As-tuti merupakan nama dari Ibu ini sendiri yang merupakan pemilik 

persewaan dekor panggung pernikahan. Sehingga terciptalah sebuah persewaan dekor 

panggung pernikahan dengan nama Sity Tuty yang berada di Desa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.65 

1. Visi dan misi Salon 

Visi adalah pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, 

dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. 

Visi adalah hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan 

kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang 

harus di kerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Jadi, misi 

merupakan sesuatu yang nyata untuk di tuju serta dapat pula memberikan petunjuk 

garis besar cara pencapaian visi. Adapun adapun visi dan misi salon adalah: 

a. Visi  

1) Memberikan pelayanan kecantikan dan persewaan  

2) Menjadikan salon unggul dalam pelayanan  

3) Menjadikan Salon Sity Tuty sebagai barometer salon 

b. Misi  

1) Memberikan produk berkwalitas aman dan teruji dalam memberikan pelayanan. 

2) Menjaga komitmen dan kreatifitas pelayanan. 

3) Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik. 

4) Menggunakan peralatan salon yang modern.66 

 

                                                 
65Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon 

Lembontonara, 10 januari 2021  

66 Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara Online, 20 januari 2021 
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2. Stuktur Organisasi Salon Sity Tuty 

Dalam menjalankan kegiatan usaha, salah satu syarat yang harus di perhatikan 

adalah adanya stuktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional 

usaha. Stuktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses 

kegiatan usaha. Struktur Organisasi Salon adalah serangkaian aktivitas yang menyusun satu 

kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukan hubungan seluruh 

pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif 

dan efisien. 

Struktur Salon mempunyai karakteristik bentuk organisasi yang mana di dalamnya 

terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada anggota-anggota serta 

mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah 

ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. 

Gambar struktur organisasi salon sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun perincian tugas dari setiap bagian dari organisasi salon di antaranya: 

Owner 

Siti Astuti 

Kasir 

Eca 

Marketing 

Susi Utami 

Foto Grafer 

Ardi 
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a. Owner adalah bertugas untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang atau 

terobosan baru dengan mendelegasikan tugas kepada karyawan, seperti melakukan 

terobosan baru atau memperluas area pemasaran. 

b. Marketing adalah mempunyai tugas utama yaitu menjual produk atau jasa dari satu 

perusahaan yang mepunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

c. Kasir adalah bertugas menghandel proses penjualan dan pembayaran, melakukan 

pencatatan atas semua transaksi. 

d. FotoGrafer adalah memiliki tugas untuk mengambil foto guna mengabadikan 

berbagai momen dalam satu gambar. 

3. Pengelolaan salon Sity-Tuty 

Pemilik dari salon Sity-Tuty tersebut bernama Ibu Siti Astuti di dalam salon 

terdapat 4 pegawai. Salon Sity-Sity tersebut berdiri sejak 5 tahun yang lalu tepatnya 

pada tahun 2015. Salon ini menawarkan persewaan Peralatan pesta khususnya 

dekorasi, kebaya, jasa makeup selain itu menawarkan berbagai macam-macam 

treatment seperti halnya: perawatan rambut, facial, creambath, dan gunting rambut. 

Dalam setiap harinya pelanggan yang datang tidak menentu, tetapi ada hari-hari 

tertentu salon tersebut ramai dikunjungi oleh pelanggan seperti saat mendekati hari 

raya idul fitri atau hari besar lainnya.  

Jam operasional salon Sity-Tuty tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai 

dengan pukul 21.00 WIB. Ibu Siti mengatakan bahwa pendapat perhari sekitar  

Rp. 1.200.000 
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4. Daftar Harga Salon Sity-Tuty 

 

Tabel 2.1 

Daftar Harga Salon Sity-Tuty 

No Daftar  Harga 

1 Potong rambut Rp. 25.000 

2 Facial  Rp. 100.000 

3 Creambath  Rp.  60.000 

4 Smoothing  Rp. 200.000 

5 Rebonding  Rp. 150.000 

6 Cat rambut warna  Rp. 100.000 

7 Makeup  Rp. 70.000 

 

 

B. Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta di Salon Sity Tuty di Desa Lembontonara 

 Sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad sewa-menyewa telah dilakukan 

sejak jaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong-menolong antar sesama, 

akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang 

ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik 

secara formal maupun nonformal. Tak terkecuali masyarakat didesa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Namun, dalam praktik sewa-menyewa 

peralatan dekorasi panggung pernikahan memiliki praktik tersendiri dalam pelaksanaan 

sewa-menyewa.  
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1. Praktik sewa-menyewa peralatan Pesta di salon Sity Tuty 

Ibu Siti Astuti merupakan seorang ibu rumah tangga yang tertarik menjadi 

seorang perias pengantin karena melihat peluang dalam dunia palayanan bidang 

usaha yang cukup besar dan menjanjikan. Disamping itu juga pelayanan sewa-

menyewa perlatan dekorasi panggung pernikahan yang akan dibutuhkan banyak 

pasangan pengantin nantinya untuk membantu prosesi pernikahan agar dapat 

terlaksana secara hikmat. Adapun praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh ibu 

Siti Astuti sama seperti praktik sewa-menyewa pada umumnya yang terdapat didesa 

Lembontonara. Hanya saja praktik sewa-menyewa peralatan dekorasi yang 

dilakukan ibu Siti Astuti yaitu memberikan kebebasan kepada penyewa untuk 

memilih apakah dia mau membayar terlebih dahulu sebelum acara atau membayar 

setelah acara. Sebagaimana penuturan ibu Siti Astuti: 

 

‘’Biasanya orang yang mau  menyewa datang kesalon saya, biasanya juga 

kerumah dan ada juga yang menelfon langsung kenomor HP saya 

tergantung dari kesempatan yang menyewa, dari situ saya tanya apa yang 

mau di sewa dan perlengkapan yang bagaimana, kalau untuk biaya atau 

tarifnya tergantung dari kebutuhan yang menyewa. Contoh kelengkapan 

tatarias pengantin busana, aksesoris, dan dekorasi harga yang ditentukan 

minimal Rp. 5.000.000 – Rp 12.000.000. masalah pembayaran biasanya 

customer memberikan DP 40% dari paket yang disepakati tergantung dari 

harga yang disepakati customer bisa melunasi sesudah selesai acara. Dan 

masa penyewaan 2 hari sebelum acara.’’67  

 

Tabel 3.2 

Daftar harga barang persewaan  

 

No. Nama produk Harga 

1. Baju pengantin (model 

disesuaikan) 

Rp. 1.500.000-Rp 2.700.000 

                                                 
67Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon 

Lembontonara, 10 januari 2021  
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2. Dekorasi luar dalam rumah 

(terowongan disesuaikan) 

Rp. 5.000.000- 12.000.000 

3. Make up/rias pengantin Rp.500.000-Rp 700.000 

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa perlatan 

dekorasi panggung pernikahan dan kebaya usaha yang dijalankan oleh ibu Siti 

Astuti memberikan keringanan kepada yang menyewa atau yang membutuhkan 

perlengkapan pengantin. Setiap penyewa bebas memilih perlengkapan apa saja yang 

mereka butuhkan dan tidak memberatkan.  

2.  Bentuk Akad Perjanjian  

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, dalam praktik penyewaan peralatan 

dekorasi panggung pernikahan kedua belah pihak harus mengenal satu sama lain, selain itu 

pihak yang menyewakan harus mengetahui perlengkapan apa saja yang ingin disewa dan 

pihak penyewa perlu mengetahui syarat-syarat atau perjanjian maupun harga sewa 

peralatan dekorasi panggung pernikahan sebelum menyewa. Berdasarkan penelitian 

lapangan akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penyewa dan yang 

menyewakan. Dalam akad tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau tidak ada pihak yang 

merasa dipaksa, karena pihak yang menyewakan tidak memaksa orang untuk menyewa di 

tempat persewaan Sity Tuty.  

Penyewa mendatangi langsung untuk mengemukakan maksudnya kepada pihak 

kami untuk memilih langsung barang yang di inginkan penyewa, baik itu baju pengantin, 

atau dekorasi panggung. Pihak persewaan menawarkan macam-macam barang, bentuk 

maupun harga. Biasanya penyewa yang ingin mempergunakan barang langsung dibawa 

pulang dikarenakan barang tersebut akan langsung dimanfaatkan oleh penyewa. 

Selain penyewa bisa menyewa langsung barang yang diinginkan penyewa bisa juga 

memesan barang terlebih dahulu: 
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Pertama, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad wawancara dengan 

pemilik salon ia mengatakan: 

 
‘’Penyewa bisa memilih langsung barang yang diinginkan ditempat saya, 
barang tersebut bisa langsung dilihat mana yang sekiranya sesuai demgan 
keingingan mereka. Disini pihak penyewa bisa mengetahui dengan jelas 
keadaan barang dikarekan barang tersebut dapat di saksikan sebelum 
digunakan, baik dari jenis bahan, panjang, luas, lebar barang, dan 
kuwalitasnya.’’68 

 

Kedua, barang yang disaksikan langsung saat perjanjian akad: 

 

‘’Ketika mereka menginginkan barang yang akan disewanya, dan ternyata barang 

tersebut tidak ada dipersewaan saya, saya akan memberikan beberapa contoh foto, 

yang mana foto tersebut saya dapat dari pihak persewaan lain. Pihak persewaan lain 

memberikan beberapa contoh foto barang untuk diserahkan kepada calon penyewa 

agar barang tersebut dapat disewakan oleh persewaan  saya. Tampa membawa 

barangnya saat perjanjian, akan tetapi pemilik barang tidak melarang penyewa 

untuk melihat langsung barang tersebut. Apabila barang tersebut sudah dipilih oleh 

penyewa dan akan digunakan maka barang akan diserahkan kepada saya satu hari 

sebelum barang akan digunakan. Dalam perjanjianya persewaan saya hanya 

menyebutkan kriteria barang yang dipesan oleh penyewa kepada pemilik barang. 

Akan tetapi apabila barangnya berupa barang yang berat seperti dekor, terop dan 

gerabah maka penyerahan barangnya dari pemilik sendirilah yang menyerahkan. 

Mengenai harga yang saya dapat dari pemilik barang dibawah harga sewa 

dimasyarakat, agar persewaan saya dapat menjual dengan harga yang tidak begitu 

mahal.’’69 

    

Dalam perjanjian akad biasanya persewaan Sity Tuty tidak menunjukan 

wujud barangnya kepada penyewa. Kecuali barang tersebut sudah dipilih oleh 

penyewa dan akan disewa oleh penyewa maka barang akan diserahkan kepada 

Persewaan Sity Tuty satu hari sebelum barang akan digunakan. Penyewa hanya 

mengetahui bahwa barang yang ada difoto  tersebut bukan milik persewaan Sity 

                                                 
68 Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di salon Sity Tuty 

Lembontonara, 12 januari 2021  

69 Siti Astuti dan febriani Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di salon Rizkia 
Lembontonara, 13 januari 2021  
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Tuty. Persewaan Sity Tuty memberikan contoh fotonya dan menyatakan mengenai 

bentuk, ukuran, bahan, dan kualitasnya yang ia ketahui dari foto tersebut.  

Penyewa hanya mengatakan apa yang diinginkanya kepada persewan Sity 

Tuty terkait jumlah dan model seperti dekorasi. Baik barang akan disewakan 

ditempat lain maupun milik persewaan Sity Tuty. Penyewa menyerahkan penuh 

kepada persewaan Sity Tuty. 

Sedangkan barang yang dipesan milik persewaan lain, baik itu melalui foto maupun 

hanya menyebutkan ciri-ciri barangnya. Barang tersebut dapat dilihat oleh penyewa satu 

hari sebelum penggunaan, dalam hal tersebut telah diketahui oleh penyewa. Mengenai 

barang sudah dipastikan ada karena sebelumnya persewaan Sity Tuty menghubungi pemilik 

barang tersebut.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyewa bernama Nining 

mengatakan bahwa: 

 

‘’Pada saat itu saya memilih kebaya yang ada di tempat persewan Sity Tuty untuk 

acara pernikahan saya. Kebetulan kebaya yang saya pilih di persewaan itu tidak 

begitu cocok, akhirnya mereka memberikan beberapa contoh foto baju yang pernah 

dipakai pelangganya dan akhirnya saya memilih yang ada difoto tersebut, yaitu 

kebaya warna kuning emas dan ungu. Tampa saya menyaksikan barang, 

dikarenakan saya sudah percaya dan yang terpenting kebaya yang saya pilih 

tersebut ada saat acara resepsi, dan muat saya pakai. Sedangkan kebaya baru bisa 

dicoba pada saat penyerahan kebaya yaitu satu hari sebelum acara.70’’ 

 

 Akad yang digunakan adalah akad lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat 

bahwa ia akan menyewa barang di persewaan perlengkapan resepsi pernikahan. 

Contoh: ‘’Bu saya mau menyewa dekor berwarna emas untuk tanggal 15 januari 

2021 selama dua hari’’, lalu pihak yang menyewakan barang berkata, ‘’iya 

silahkan’’. 

Endang selaku pelanggan dekorasi panggung pernikahan, ia mengatakan; 

 

                                                 
70Nining, Penyewa Kebaya Pada Salon Sity Tuty, Wawancara oleh penulis di rumah 

informan Taliwan, 14 januari 2021 
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‘’Kalau menurut saya pribadi, sewa dekorasi panggung pernikahan 
dilakukan karena semata ingin menyenangkan anak dan keluarga saya dalam 
pernikahan anak saya. Saya ingin melihat anak saya tersenyum lepas dan 
bahagia di hari spesialnya. Maka dari itu saya menyewa dekor panggung 
pernikahan agar pesta pernikahan anak saya terlihat mewah dan indah.’’71 
 

 Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sewa dekor panggung 

pernikahan ini merupakan cara yang diambil masyarakat untuk membahagiakan 

anaknya di hari pernikahanya. Sewa dekor panggung pernikahan sudah menjadi hal 

yang umum bagi masyarakat Desa Lembontonara. 

Hildayanti sebagai penyewa mengatakan bahwa; 

 

alasan saya menyewa dekor panggung pernikahan sebenarnya karena 

keinginan saya dan calon suami saya di hari pernikahan kami agar terdapat 

pesta yang indah. Karena itu kami menyewa dekor panggung pernikahan 

untuk melakukan sesi foto agar memiliki baground yang indah sehingga 

nantinya akan semakin terkesan di kemudian hari dan menjadi foto terindah 

di hari pernikahan kami.72 

 

Persewaan Sity Tuty dalam pengambilan keuntungan harga sewa barang 

tidaklah banyak.73 Pembayaran barang sewaan sendiri ada yang ditetapkan diawal 

dan diakhir setelah pemanfaatan barang, hal tersebut dilakukan karena saling 

percaya dan kenal antara pihak persewaan dengan pihak penyewa di persewaan Sity 

Tuty, dan mengetahui perkiraan harga sewa dimasyarakat. Meskipun ditetapkan 

diakhir, harga tersebut biasanya disepakati oleh kedua belah pihak disaat 

pengembalian barang. Biasanya barang yang disewa adalah barang yang harganya 

tidak begitu mahal. 

                                                 
71 Endang , Pelanggan Salon Sity Tuty, Wawancara  Online 

72Hildayanti, Penyewa Salon Sity Tuty, Wawancara oleh penulis di rumah informan 
Lembontonara, 17 januari 2021 

73 Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon 
Lembontonara, 10 januari 2021  
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  Upah (imbalan) yang diberikan kepada Sity Tuty ada yang pembayaranya 

secara langsung sebelum barang dimanfaatkan, dan ada yang ditangguhkan 

pembayarannya sampai selesainya pemanfaatan barang, atau dengan kata lain upah 

akan diberikan pada waktu pengembalian barang maupun dikemudian hari sesuai 

perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya persewaan 

memberikan kemudahan pembayaran dikarenakan barang yang disewa oleh 

penyewa jumlah barangnya banyak dan harga yang tidak sedikit, asalkan 

sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Apabila telah terjadi kesepakatan maka barang yang sudah dipilih di 

persewaan Sity Tuty kemudian pihak yang menyewakan mencatat dibuku pesanan. 

Dalam akad tersebut penentuan waktu pengembaliannya sesuai dengan kebiasaan, 

yaitu apa bila barang sudah selesai digunakan dengan waktu penyewaan yang telah 

disepakati maka pihak penyewa wajib mengembalikan atau menyerahkan barang 

tersebut kepada persewaan Sity Tuty. 

3. Praktik Pemenuhan Pesanan Persewaan Sity Tuty 

Dalam pemenuhan pesanan pelangganya salon Sity Tuty tidak harus memiliki 

semua barang yang diinginkan penyewa, melainkan bisa menggunkan barang sewaan 

tersebut dari persewaan lain. Dikarenakan banyaknya model yang disetiap tahunnya 

berbeda, dan terkadang dalam satu hari lebih dari satu orang yang menyewa maka adanya 

kekurangan terhadap barang akan disewakan di tempat persewaan lain. Berdasarkan 

keterangan dari Pemilik Persewaan dan data yang ada dilapangan, sebagai berikut: 

 

sebelumnya pada saat akad penyewa telah mengetahui bahwa barang yang telah 

dipilihnya tersebut memang bukan milik persewaan Sity Tuty, melainkan milik 

persewaan lain, akan tetapi penyewa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana 

barang tersebut akan disewa.74 

 

                                                 
74 Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon 

Lembontonara, 10 januari 2021  
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Mengenai akad yang dibuat diawal antara pemilik barang dan persewaan Sity Tuty 

tidak dijanjikan mengenai keadaan pemilik barang akan disaksikan sendiri oleh Ibu Siti 

Astuti maupun tidak, yang terpenting bagi pemilik barang barang jadi disewa oleh 

pelanggan dari persewaan Sity Tuty sesuai tanggal yang telah disepakati. Dalam 

pemenuhan pesanan Ibu Siti Astuti, ia mengatakan: 

 

Sebelum barang diserahkan kepada penyewa, saya harus mengetahui 

sendiri kondisi barang pada saat itu apakah ada cacat maupun tidak, dan 

dapat memelihatra barangnya selama barang belum diserahkan kepada 

penyewa. Apabila barang tersebut berupa baju dan kebaya, dan barang 

tersebut pada saat akad disaksikan oleh penyewa baik itu hanya melalui 

foto maupun hanya disebutkan ciri-ciri barangnya. Maka dalam memenuhi 

pesanannya adanya kesepakatan di awal perjanjian akad antara pemilik 

barang dengan saya, pada tanggal sekian. Biasanya saya melihat langsung 

barang yang diinginkan penyewa di tempat persewaan lain. Apabila baju 

atau kebaya tersebut dapat saya diperkirakan ukuranya atau sudah pernah  

saya sewa maka tidak perlu lagi saya melihat barangnya melainkan 

langsung mengambil barangnya.75 

  

   Selama barang belum belum diserahkan kepada penyewa, pemeliharaan 

barang dilakukan oleh pemilik barang sendiri bukan lagi dari persewaan Sity Tuty, 

dengan alasan bahwa apabila barang belum akan digunakan oleh penyewa maka 

barang belum dapat diserahkan kepada penyewa. Akan tetapi persewaan Sity Tuty 

tetap dapat mengetahui sendiri kondisi barang yang akan diserahkan pada saat satu 

hari sebelum barang digunakan penyewa, baik itu terdapat cacat maupun tidak. 

Karena yang menyerahkan barang kepada penyewa adalah persewaan Sity Tuty. 

Apabila berupa dekorasi, maka pihak persewaan dalam memunuhi 

pesananya, persewaan Sity Tuty tidak lagi mengetahui kondisi barang sebelum 

maupun pada saat barang akan diserahkan kepada penyewa, karena diawal 

perjanjian antara pemilik barang dan persewaan Sity Tuty, barang akan diserahkan 

                                                 
75 Siti Astuti, Pemilik Usaha Persewaan, Wawancara oleh penulis di rumah pemilik salon 

Lembontonara, 10 januari 2021  
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sendiri oleh pemilik barang bukan lagi dari persewaan Suty Tuty. Dengan alasan 

barang-barang tersebut harga sewanya sudah termasuk harga pengantaran barang 

selama masih berada disekitaran daerah kecamatan Mori Utara. 

 
Selama barang belum akan digunakan oleh penyewa pemeliharaan 
barangnya pun juga dilakukan oleh pemilik barang sendiri. Sebelum barang 
diserahkan oleh penyewa, saya tidak lagi mengecek barang-barang yang 
akan diantar ke penyewa dan saya tidak mengetahui kondisi barang pada 
saat itu apakah ada cacat maupun tidak. 
 

 Adapun penyewa yang memesan barang dan waktu pemesanan barang yang 

telah disepakatinya masih lama, misalnya 4 bulan sebelum digunakan sudah 

memesan kepada persewaan Sity Tuty. Sedangkan barang tersebut tidak diketahui 

cacat atau tidak sebelum barang diserahkan kepada penyewa. 

C. Praktik Penyelesaian Sengketa Persewaan Peralatan pesta  

Berikut adalah permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaianya; 

1. Mengenai kekeliruan barang yang dipesan; 

Mengenai kekeliruan barang pesanan biasanya disebabkan pada waktu pemesanan 

barang, hal tersebut pernah dialami oleh Ibu Hildayanti. Barang yang dipesan Ibu 

Hildayanti tidak sesuai dengan foto yang dipesan pernyatakan  Ibu Hildayanti yakni: 

 

Saya memesan dekorasi yang dicontohkan difoto yang ada dipersewaan Sity Tuty 

yaitu difoto dominan dengan dekorasi warna coklat dan kursi raja, sedangkan yang 

didatangkan adalah kursi biasa. Saya sendiri mengetahui bahwa barang yang saya 

pesan melalui foto tersebut bukan milik dari persewaan Sity Tuty melainkan milik 

persewaan lain. Sedangkan saya sudah sepakat mengenai perjanjian yaitu barang 

akan disewakan dari persewaan lain. Penyerahan peralatan dekorasi tersebut bukan 

diserahkan oleh persewaan Sity Tuty melainkan pemilik barang, karena persewaan 

Sity Tuty sebagai wakil dari pemilik barang tidak diwakilkan untuk pengantaran 

barang kepada penyewa. Ketika barang diantar dan dipasang ternyata tidak seperti 

yang ada difoto yaitu bukan kursi raja, dan saya meminta kepada persewaan Sity 

Tuty untuk diganti barangnya.76 

 

                                                 
76Hildayanti, Penyewa Salon Sity Tuty, Wawancara oleh penulis di rumah informan 

Lembontonara, 17 januari 2021 
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Ternyata hal tersebut terjadi karena pada saat pemesanan, persewaan Sity Tuty 

mengatakan kepada pemilik barang menyewa dekorasi tampa menyebutkan warna dekorasi 

dan model kursinya seperti apa. Pemilik barang mengira penyewa tidak mempermasalahkan 

kursinya yang terpenting dekorasinya karena ada dua macam kursi yang disediakan untuk 

model paket dekorasi yang dipilih oleh Ibu Hildayanti dan dari persewaan Sity Tuty tidak 

menyebutkan model kursinya sedangkan dari pihak Sity Tuty ketika pengantaran tidak 

mengecek barangnya terlebih dahulu. 

 Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Sity Tuty mengganti 

barang dan barang yang sudah diantar dari persewaan lain tersebut tetap dibayar 

oleh persewaan Sity Tuty, dan barang diganti oleh apa yang telah dipesan. Karena 

hal tersebut memeng kelalaian dari persewaan Sity Tuty, dan mengenai harga 

pengantaran barang di bayar dua kali karena barang sudah terlanjur diantar 

ketempat penyewa. Karena apabila tidak dibayarnya atas kekeliruan barang tersebut 

maka pemilik barang akan rugi atas pengantaran dan juga para pekerja yang 

mengangkut barang. 

2. Kerusakan barang 

Pernyataan dari Ibu Tari selaku penyewa di salon Sity Tuty,  yaitu sebagai berikut; 

 
Ibu Tari menyewa kebaya kepada saya, pada saat memilih kebaya, kebaya yang 
beliau pilih adalah milik persewaan lain yang pada saat itu ada di tempat saya, yang 
disewa untuk memenuhi pesanan pelanggan saya. Pada saat kebaya saya serahkan 
kepada Ibu Tari menurutnya tidak ada yang robek. Namun pada saat pengembalian 
barang dari Ibu Tari barang tersebut tidak di cek dahulu karena pada saat itu saya 
tidak ada dirumah, yang ada hanya suami saya jadi penyewa hanya menyerahkan 
barang dan membayarnya. Saat saya akan mengembalikan barang kepada pemilik 
kebaya, saya baru mengetahui kebaya tersebut robek dibagian belakang. Setelah 
saya menanyakan barang tersebut kepada Ibu Tari kebaya tersebut menjadi robek, 
dia tidak mengatakan bahwa yang merobek kebaya tersebut adalah dia dan ia 
mengatakan bahwa dari awal sudah begitu.77 
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Penyelesaian dari masalah tersebut adalah persewaan Sity Tuty 

menghubungi pemilik kebaya tersebut dan mengatakan kejadian yang dialami 

bahwa kebaya robek dibagian belakang. Ibu Siti Astuti memastikan apakah kebaya 

tersebut sudah robek atau belum. Pemilik kebaya mengatakan bahwa sebelumnya 

tidak ada yang robek. Pemilik persewaan Sity Tuty mengatakan kepada pemilik 

kebaya kalau kebayanya akan ia perbaiki dengan membelikan payet yang serupa 

dengan warna kebaya tersebut dan kemudian dijahit dan pemilik kebayapun 

menyetujuinya. Jadi persewaan Sity Tuty menanggung kerusakan barang dengan 

cara memperbaiki kebaya tersebut. 

 

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa Peralatan 

Pesta di Desa Lembontonara  

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang 

mengharamkanya, mengandung lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya, terdapat 

kerelaan dalam pelaksanaanya, adil terhindar dari unsur gharar, dzhlum, riba dan hal lain 

yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan 

berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu; 

1. Prinsip Ibahah (boleh) 

Sewa menyewa peralatan pesta yang terdapat pada masyarakat Desa Lembontonara 

menggunakan akad sewa menyewa yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan 

hukum ekonomi Islam. Ijarah  merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berdasarkan 

atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an.  

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Qashash (28); 26 

 

بتَِ ٱسۡتَ 
َ
َٰٓأ َٰهُمَا يَ ۡقاَلتَۡ إحِۡدَى ه إنِذ خَيَۡ مَنِ ٱسۡتَ ۡۡ  ۡجِرۡهُ  ۡۡ 

َ
  ٢٦مِيُ جَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡ

 

Terjemahnya: 

‘’Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
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paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya"78 

 

  Akad yang digunakan dalam hal ini adalah al-ijarah dengan konsep awal 

yang sederhana, akad ini terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang 

akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal berapa barang digunakan, hal 

yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah manfaat itu sendiri, bukan 

bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun ijarah  kadang-kadang 

menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. 

   Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari 

muamalah adalah manusia itu adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang hidup bermasyarakat, 

manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan 

perbuatan dalam hubunganya dengan orang lain. Orang lain disebut muamalah.  

 Pada zaman Rasulullah swa, Ummu Sulaiman ra ibunda Anas bin malik ra 

menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah binti Huyai ra untuk 

dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukan bahwa Rasulullah saw 

membolehkan pekerjaan merias telah ada dimasa salaf tampa ada pengingkaran. 

Namun ada aturan yang harus diikuti dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan 

meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan aturan-aturan 

syariat seperti larangan tabarruj atau berlebih-lebihan dalam menampakkan 

perhiasan dan kecantikan. Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab 

(33) : 33 

 

                                                 
78Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya New Cordoba 

(syamil Qur’an),(Bandung;2012).h.106 
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كَوَٰ  ةَ وَءَاتيَِ ٱلزذ لَوَٰ قمِۡنَ ٱلصذ
َ
ٰۖ وَأ ولََٰ

ُ
جَ ٱلۡجََٰهِليِذةِ ٱلۡۡ ةَ وَقرَۡنَ فِِ بُيُوتكُِنذ وَلََ تبَََذجۡنَ تبَََُّ

ِرَكُمۡ  هۡلَ ٱلَۡۡيۡتِ وَيُطَه 
َ
ُ لِۡذُۡهبَِ عَنكُمُ ٱلر جِۡسَ أ ٓۥۚۡ إنِذمَا يرُِيدُ ٱللّذ َ وَرسَُولَُ طِعۡنَ ٱللّذ

َ
وَأ

  ٣٣ا تَطۡهِيٗ 
 
Terjemahnya: 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah 

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya 

Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 

  

 Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah 

kebiasaan berhiasnya seorang perempuan jahiliyah yang tidak memiliki 

pengetahuan agama dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya 

dengan maksud yang tidak baik, atau larangan dengan memanfaatkan tata rias 

dengan melakukan hal –hal yang dapat menjerumuskan dalam dosa. 

2. Prinsip Ar-Ridho (kerelaan) 

Sewa menyewa peralatan pesta yang dilaksanakan di Desa Lembontonara harus 

dilakukan antara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab. Mengenai hal tersebut, 

menurut Ibu Nining: 

 

Waktu itu dalam sistem pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat 

terjadinya akad. Teknis pemberian upah dilakukan setelah selesainya acara dan 

waktnya ketika pengambilan barang-barang sewaan ditepat (rumah) penyewa. Upah 

yang diberikan sesuai dengan harga-harga barang yang disewa. Seluruhnya ditotal 

dan jumlah keseluruhan harga sewa tersebut menjadi kewajiban penyewa untuk 

dibayar kepada pemilik. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya 

tambahan aksesoris pengantin dan menghilangkan barang atau merusak barang 

perlengkapan.79 

 

Wawancara dengan penyewa Ibu Hildayanti, ia mengatakan: 

 

                                                 
79Nining, Menyewa Peralatan Pesta, Wawancara oleh penulis di rumah Nining 
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Setiap penyewa meliki kebebasan dalam memilih sistem pembayarannya 

apakah mau dibayar terlebih dahulu sebelum acara atau selesai acara 

tergantung kemampuan si penyewa. Adapun penambahan biaya itu 

dikarenakan adanya kerusakan alat atau hilangnya perlengkapan selama 

masih  berada dipihak penyewa.80 

 

Menurut persewaan yang terdapat di Desa Lembontonara praktik sewa 

menyewa peralatan pesta ini tidak merugikan salah satu pihak karena adanya 

kesadaran masyarakat akan biaya operasional untuk memiliki usaha persewaan 

membuat masyarakat memaklumi apabila dirinya menanggung kerusakan, selain itu 

biaya persewaan terjangkau bagi masyarakat sekitar, sehingga hal-hal yang 

dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman, mereka melakukan 

transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling ridha. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam  

Al-Qur’an Surah An-Nisa (4) : 29 

 

ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََ 
َ
ٓ أ َٰلَكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ إلَِذ مۡوَ

َ
ْ أ كُلوُآ

ۡ
ْ لََ تأَ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ ِنكُمۡۚۡ يَ اضٖ م 

 َ نفُسَكُمۡۚۡ إنِذ ٱللّذ
َ
  ٢٩ كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ أ

 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik sewa-menyewa peralatan pesta yang 

terdapat di Desa Lembontonara terdapat kerelaan antara yang menyewakan dengan 

penyewa terkait jenis perlengkapan, jumlah harga sewa maupun penambahan yang 

dibebankan kepada yang menyewa jika terjadi kerusakan maupun penambahan alat 

atau dekorasi panggung pernikahan. 

                                                 
80Hildayanti, Penyewa Peralatan Pesta, Wawancara oleh penulis di rumah Hildayanti 
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3. Prinsip keadilan 

Kata adil dalam Al-Qur’an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkatan Allah swt 

dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan 

manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena  keadilan 

adalah titik tolak sekaligs proses dan tujuan semua tindakan manusia.81 Misalnya aktifitas 

dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak 

disukai. 

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, 

hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari 

perilaku adil seseorang.82 Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 

yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana 

didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Namun terlihat dalam pelaksanaanya tersebut 

terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi penyewa.  

Adapun ketidak adilan yang diperoleh oleh pihak penyewa karena barang 

yang ia sewa tidak sesuai keinginanya. Contohnya dalam hal jumlah kain Dekorasi. 

Wawancara dengan pelanggan Ibu Ayu Lestari, ia mengatakan: 

 

 Kalau ada barang yang kurang atau cacat akan diganti. Atau jika ada yang 

mengalami kerusakan atau kekurangan misal dalam jumlah aksesoris atau 

hal lain. Saya hanya dikenakan membayar yang ada saja tidak diganti tetapi 

pengurangan harga sewa sedikit.83 

 

Dari pernyataan yang menyewakan tersebut menyatakan bahwa apabila ada 

barang yang kurang atau rusak akan diganti, jadi mengenai hal tersebut pihak mu’jir 

bertanggung jawab atas barang yang rusak sebelum dipakai dan pernyataan dari Ibu 

                                                 
81Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika,2009).h.5 

82Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, Ed.1. cet.2 (Jakarta: Kencana,2007).h.91 

83 Ayu Lestari, penyewa Peralatan Pesta, Wawancara Online 
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Nurwanita mengatakan bahwa apabila ada barang yang rusak atau kurang maka 

barang tersebut tidak diganti akan tetapi penyewa membayar barang yang ada saja 

atau terjadi pengurangan harga sewa, sehingga dalam pelaksanaan sewa menyewa 

peralatan pesta terdapat unsur keadilan bagi si penyewa. Perilaku yang adil lebih 

mendekatkan manusia pada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam  

Al-Qur’an Surah Al-Maidah (5) : 8 

 

ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡطِٰۖ وَلََ يََۡرمَِنذكُمۡ شَنَ  ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوذَٰمِيَ لِلّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ َٰٓ ۡ يَ ۡاَنُ قَوۡمٍ عََلَ

َ خَبيُِۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ  ۚۡ إنِذ ٱللّذ َ ه وَٱتذقُواْ ٱللّذ قۡرَبُ للِتذقۡوَىَٰ
َ
ْۚۡ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ لَذ تَعۡدِلوُا

َ
  ٨أ

 
Terjemahnya: 

‘’Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’’84 

 

4. Prinsip Maslahat 

Hukum Islam pada dasarnya untuk mewujudkan ke maslahatan manusia yakni 

menarik manfaat atau keuntungan. Dalam sewa menyewa ini terdapat suatu manfaat atau 

keuntungan bagi penyewa maupun yang menyewakan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Ayu, ia mengatakan: 

‘’manfaat yang di dapat itu tidak perlu beli sendiri yang biayanya tidak sedikit.’’85 

 

Serta hasil wawancara dengan ibu Vani, ia mengatakan: 

 

                                                 
84Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya.h.145 

 

85Ayu , Penyewa Peralatan Pesta, Wawancara Online 



 

62 

 

 

 

‘’ saya tidak repot-repot lagi untuk membeli kebaya, atau peralatan make 

up,.’’86 

 

Sewa menyewa ini merupakan bagian dari tolong menolong. Pihak 

persewaan menolong pihak penyewa dengan keuntungan yang diperoleh digunakan 

untuk menambah perekonomian keluarga, sedangkan pihak persewaan  juga 

menolong pihak penyewa untuk memperoleh peralatan pesta di persewaan Sity Tuty 

yang dibutuhkan. Dengan biaya yang terjau karena cukup disewa tampa membeli 

secara mandiri. 

Dengan kata lain sewa menyewa peralatan pesta di persewaan Sity Tuty ini 

membawa ke maslahatan bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam 

transaksi yaitu pihak persewaan dan penyewa. Sewa menyewa ini dijadikan sebagai 

bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan 

sangat membantu pihak penyewa memenuhi kebutuhannya jika akan melakukan 

acara pernikahan, dengan biaya yang cukup terjangkau yaitu dilakukan dengan 

sewa dibanding dibeli secara langsung oleh karena itu, sewa menyewa peralatan 

pesta memiliki maslahat yaitu sebagai ajang tolong menolong antara pemilik dan 

penyewa dengan adanya keuntungan yang diperoleh. 

Mewujudkan ke maslahatan manusia dengan menarik manfaat dari peralatan 

yang disewa dalam memenuhi kebutuhan. Sewa menyewa ini merupakan kebiasan 

yang dilakukan masyarakat dalam segi pemenuhan kebutuhan dan terdapat unsur 

tolong menolong didalamnya. Sewa menyewa peralatan pesta dekorasi pengantin 

dan kebaya ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu maslahah yang pertama 

tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sewa menyewa. Kedua persewaan Sity 

Tuty ini dilakukan oleh masyarakat yaitu suatu ke maslahahatan yang bersifat 

umum. 

                                                 
86Nurwanita, Penyewa Peralatan Pesta, Wawancara oleh penulis di rumah Ibu Nurwanita,  

Taliwan 20 januari 2021 
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5. Prinsip terhindar dari unsur gharar, riba dan dzhulum 

Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akat transaksi harus tegas, jelas dan 

pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.87 

Gharar dapat di artikan sebagai ketidak pastian/ketidak jelasan. Unsur ini juga dilarang 

dalam Islam. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti 

menjadi tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam 4 hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan 

waktu penyerahan. 

Riba secara etimologi berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar. 

Secara terminologi fiqih, riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal 

secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.88 Larangan Allah SWT 

sebagaimana yang difirman Allah swt dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) : 275 

 

َٰلكَِ ٱ ۚۡ ذَ ِ يۡطََٰنُ مِنَ ٱلمَۡس  ِي يَتَخَبذطُهُ ٱلشذ اْ لََ يَقُومُونَ إلَِذ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذ ِبَوَٰ ونَ ٱلر 
كُلُ

ۡ
ِينَ يأَ  لَّذ

ْۚۡ فَمَن جَاءَٓهُ  ا ِبَوَٰ مَ ٱلر  ُ ٱلَۡۡيۡعَ وحََرذ حَلذ ٱللّذ
َ
ْْۗ وَأ ا ِبَوَٰ نذهُمۡ قاَلوُٓاْ إنِذمَا ٱلَۡۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلر 

َ
ِن ۥ بأِ مَوعِۡظَةٞ م 

صۡحََٰبُ ٱلنذارِٰۖ هُمۡ فيِهَ 
َ
َٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
هِ وَمَنۡ عََدَ فأَ ٓۥ إلََِ ٱللّذ مۡرُهُ

َ
ب هِۦِ فَٱنتَهَََٰ فَلهَُۥ مَا سَلَفَ وَأ ا رذ

ونَ    ٢٧٥خََٰلُِِ

 
Terjemahnya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.89 

                                                 
87 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana 2012).h.77 

88 Sultan Remi Sjahdaeni, Berbankan syariah Produk-Praduk dan Aspek Hukumnya, cet.3 
(Jakarta: Kencana,2018).h.158 

89Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya.h.59 
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Praktik sewa menyewa peralatan pesta yang terdapat di Desa Lembontonara 

bahwa dalam persewaan ini bukan riba karena keuntungan yang diperoleh tidak 

seberapa karena persewaan memberikan harga sewajarnya, dilihat dari harga satuan 

barang tersebut, dan tidak terlalu memberatkan dari pada harus dibeli sendiri. Dari 

pernyataan para informan dapat disimpulkan bahwa dalam sewa menyewa ini tidak 

terdapat riba di dalamnya, tetapi ini termaksud transaksi yang melakukan akad 

pengambilan manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar 

sesuai perjanjian. 

 Dzhulum atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tepatnya, 

memberikan sesuatu tidak sesuai ketentannya, mengambil sesuatu yang bukan 

haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya. Praktik sewa menyewa 

peralatan pesta yang terdapat di Desa Lembontonara terdapat unsur kezaliman 

karena pihak penyewa menuturkan bahwa dalam praktik sewa menyewa ini merasa 

di rugikan. Sebab ada beberapa oknum pengguna jasa yang sengaja mengulur-ulur 

waktu dalam pembayaran upah sewa. 

Praktik sewa menyewa peralatan pesta dekorasi panggung pernikahan, 

kebaya dan make up di Desa Lembontonara jika dilihat dari penuturan beberapa 

dapat disimpulkan di dalam persewaan tersebut terdapat unsur gharar, kezaliman 

yang dapat merugikan pihak penyewa. Pihak penyewa merasa dirugikan karena 

adanya adanya ketidak jelasan mengenai biaya transportasi dan tambahan atau ganti 

rugi terhadap perlengkapan yang pada awalnya memang sudah tidak lengkap. 

Sewa Menyewa dilihat dari pelaksananya, praktik  persewaan lebih banyak 

mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana 

tolong menolong karena merupakan salah satu sarana yang dapat membantu 

memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu persewaan Sity Tuty yang terdapat di 

Desa Lembontonara telah memenuhi akad sewa menyewa ijarah yang sesuai 
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dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa-menyewa 

peralatan dekorasi, kebaya, dan make up adalah mubah boleh dilaksanakan karena 

telah memenuhi prinsip ibahah(boleh), ar-ridha(kerelaan), maslahat, riba dan tetap 

memperhatikan unsur gharar dan kezaliman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang 

praktik sewa-menyewa peralatan dekor panggung pernikahan pada salon Sity Tuti 

kepada masyarakat Desa Lembontonara Kecamatan Mori  Utara Kabupaten 

Morowali Utara. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan-

keterangan praktik sewa-menyewa peralatan pesta salon Sity-Tuty adalah : 

1. Praktik akad sewa-menyewa peralatan dekor panggung pernikahan, 

kebaya, make up dan jasa rias pada salon Sity Tuty yang dilakukan 

antara pihak penyewa dan pemilik usaha salon Sity Tuty yang berada di 

Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara melakukan kerjasama atas 

dasar kepercayaan dimana penyewa mendatangi langsung pemilik usaha 

salon atau melalui telepon. Penyewa harus bertanggung jawab apabila 

ada kehilangan dan kerusakan barang. Penyewa akan dikenakan ganti 

rugi sebesar barang yang mengalami kerusakan namun apabila barang 

yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad maka pihak 

persewaan, segara mengganti barang berdasarkan pesananan atau 

memberikan potongan harga sewa dari perjanjian awal.  

2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik persewaan peralatan 

pesta yang dilakukan pada salon Sity-Tuty Desa Lembontonara 

Kecamatan Mori Utara dilihat dari tujuan terjadinya kerjasama sewa-

menyewa peralatan pesta ini yaitu didasari tolong menolong dalam 

kebaikan. Dimana dengan adanya kerjasama sewa-menyewa peralatan 

pesta ini dapat membantu masyarakat untuk menghemat biaya 

pernikahan. Pemilik usaha salon dan penyewapun mendapat 
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mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama ini, namun pada 

praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah 

atau rukun dan syarat akad ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, mengenai perjanjian pada awal terjadinya akad hanya 

membicarakan masalah biaya, dan tidak memperjelas keadaan barang 

yang akan disewakan serta tidak membicarakan bagaimana apabila 

terjadi kendala atau kerugian saat proses pemakaian peralatan pesta 

tersebut, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong kedalam 

paksaan, karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian 

diawal akad.   

B. Saran   

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik sewa-

menyewa pada salon Sity Tuty di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Utara 

Kabupaten Morowali Utara, maka penulis dapat memberikan saran antara lain; 

1. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa pada salon Sity Tuty di 

Desa Lembontonara, hendaknya diawal perjanjian dijelaskan secara detail terhadap 

barang yang akan disewa oleh penyewa dan juga melakukan pengecekan terhadap 

barang yang akan disewa, serta memperjelas poin-poin selama terjadinya akad 

sewa-menyewa tersebut. Seperti apabila terjadi kerugian dan lain-lain. Agar tidak 

terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak penyewa juga pihak 

pemilik salon.  

2. Hendaknya bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya 

dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis, serta selalu 

berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, sehingga ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam sewa-menyewa 

peralatan pesta yang dilakukan antara pemilik usaha salon dan penyewa terjalin 
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dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, dirugikan atau rasa terpaksa 

menerima aturan yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena meskipun 

aturan yang dilakukan didaerah tersebut sudah menjadi tradisi namun apabila ada 

salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan hal 

tersebut tetap tidak dibenarkan. 
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